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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2019/ 629

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. Bahwa habisnya masa berlaku Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
421/DISDIK-BP/2014/342 Tanggal

(PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 014/54
07 Oktober 2014 Tentang Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUI?) /
Pemberian Perpanjangan Izin Operasional yang beralamat J1. Lancang Kuning
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan
hukum dalam bentuk Perpanjangan Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat
Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Perpanjangan Izin Operasional dimaksud harus

memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;

¢ bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan  Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11
Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran -
Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional;







